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TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERTAMBANGAN UMUM, MII,IYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TIJHAN YANG MAHA ESA

PERATUMN OAERAH KABUPATEN JEPAFA
NOMOR 7 TAHUN 2OO5
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1.

BUPATI JEPARA,

bahwa reiribusi Daerah merupakan salah sru sumber
Pendapslan Asli Derah yang penting unluk membiayai
p€nyglenggaraan Pemerintahan dan psmbangunan guna
msmantapkBn penyelenggaEan otonomi di Kabupaten J€PaEi

bahwa dalam hngka mendorcng dan mengoPtimalkan
pdaksman Olonomi Dasah nelalui peningkaian
pemb€rdayaan OasEh dalam melakukan peruelolaan usha d
bidang perlambangan dan energi, psrlu mengatur dan
menelapkan k€tentuan Gribusidi bidang usaha Prtambangan
umum, Minyak dan Gas Bumai

bahm be.dasarkan p€rtimbangan tersebut hun]f a dan b,

serta untuk mewjudksn k€ssFhteEan Ekyal, peningkaian
oeran sena sEsta, pembsrdayaan usaha kecil, koPerasi dan
lembasa k€masyaEkalan, maupun untuk pengsndslian
t€fiadap dampak lingkungan dalam kegiatan Usaha
Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, Pe !
menetapkan Peraluran Oae.an teniang R€tribusi ljin
Perlambangan lJmum, Mirryak dan Gas Bumi;

Undang-Undang No 13 Tahun 1950 lentang Pemb€nukan
Dasrah r€bupsle. oaram lrngkungan PrcPhs Jaw€TengaF'

Undang-Undang nornor 11 Tahun 1967 t€nlang Kelmtuan_
k€tontuan Pokok Pertambangan (Lembaran NegaE Republik
lndon€sia Tahun'1967 Nomor 22, Tambahan Lemba.an
Negara Nomo.2831)l

undans-undang Nomor 1a Tahun '1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Oaerah {Lembaran NegaE Rspubtak lndoresia
Nomor 368s) ssbagaimana telah diubah d€ngan Undang_

undang Nomor 34 Tah-n 20@ I I embaran Negara Republil
lndonesia Tahun 2000 Nomor 2.6, Tambahan LembaE-
Negara Republlk lndonesia Nomor 4048)i

l.lndans-Undans Nomor 22 Tahun 2001 brnang Minvak dan
Gas Suni (LembaEn Negs€ RePublik lndonesE lshun 2001
Nomor 136 Tambahan Lembaran Neoara Republik lndonesia
Nomor 4152)l

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 7 TAHUN 2005 

TENTANG 

RETRIBUSI HZIN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEPARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah yang penting untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan guna 
memantapkan penyelenggaraan otonomi di Kabupaten Jepara, 

b. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan 
pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan 
pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di 
bidang pertambangan dan energi, perlu mengatur dan 
menetapkan ketentuan retribusi di bidang usaha pertambangan 
umum, Minyak dan Gas Bumi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, 
seta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan 
peran serta swasta, pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan 
lembaga kemasyarakatan, maupun untuk pengendalian 
terhadap dampak lingkungan dalam kegiatan Usaha 
Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi ljin 
Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi; 

1. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan­ 
ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2831) 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4152), 
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5 tlndang undang Nomor 10 Tahun 2004 ter{ang Pembeniukan
Pemtulan Perundangdndangan (Lembaran Nesara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarari
NesaE Republik lndonesia Nomor 4389)l

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004leniang Pemenniahan
Daerah (L€mbaran N€gs€ Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaE Republik lndonesia
Nomol1437);

7. Undang Undans Nomor 33 Tahun 2004 tenlang Perimbangan
Keuangan Antara Pemedntah dan P6rrerirnah Daerah
(LembaEn Negara Republik lndonesia Tah'rn ?004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonosia Nomor
4438 );

I Peraturan Pemennbh Nomor 32 Tahun 1969 tenlang
Pelaksanaan undang{ndang Nomor 11 Tahun 1967 teniang
ketenluan-ketentuan Pokok Penanbanga. (Lembaran N€gam
R€publik lndonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan
LsmbeEn NegaE Republik lndonesia Nomor 4437)
sebagaimana lelah diubah dengan Peraturan Pemeriniah
Nomor T5 Tahun 2001 (LembaEn Nesara Republik lndonesia
Tahun 2001 Nomor 141 Tambahan Lernba.an Negara Nomor
4'154):

9 Peraturan Pemerinlah Nomor m Tahun 2001 Retribusi Daerah
(Lembaran NeqaE R€publak lndon*ia Tahu. 2001 Nomor
1 I 9 Tambahan Lembaran NegaE Nomor 41 39)i

lo.Peraturan Daerah Kabupalen oa€rah Tingkat llJepara Nornor
6 Tahun 1990 tenlang Penyidik P€gawai Negei Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Oaerah Tingkat llJepara
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkal llJepaGTahun
1990 Nomor 7)i

11 Peraturan Daerah KabuPalen Jepara Nomor 4 Tahun 2005
lentang Perlambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi
(LembaEn Oae.ah KabuPalen Jepara Tahun 2005 Notrtor 4,
Tambahan Lsmbaran Daerah Kabupalan JePara Nomor 1 ).

Oengan PeEelujuan B€6ama
DEWAN PERWAKITAN RAKYAT OAEBAH KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN ]

PEMTURAN OAEMH TENTANG RETRIBUSI IZIN
PERTAMBANGAN TJMIJI!!, I\4INYAK DAN GAS BUI\III

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4438 ); 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4154), 

9 Peraturan Pemenntah Nomor 66 Tahun 2001 Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139), 

10.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Nomor 
6 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara 
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jepara Tahun 
1990 Nomor 7); 

11 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2005 
tentang Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi 
(Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA 

dan 

Menetapkan 

BUPATI JEPARA 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN 
PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI 

2 



BAB I

KETENTTIAN IIMIIM

Pasal 1

Oalam Peraluran Dae.an iniyang dimaksud dengan
1 Daerah adalah DaeEh lGbupaten Jeparai

2. Pemsintah Oaerah adalan Pemeriniah Kabupat€n J€parai

6

T,

3.

5

8.

Bupati adalah Bupati Jepsra;

Pejabal adalah Pegawai yang dib€ri lugas tgdenlu di bidang Relribusi DaeEh
sesuai denoan Peraturan Perundanq{ndangan yang berlako;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupak€n kesauan baik
yans melakukan usaha maupun yans lidak melakukan usaha yang m€lipuli
perser@n terbarasi persercan komanditer, p€rseroan lain6ya, Badan usaha Milik
NegaE alau Daerah dengan nama dan dalam benluk apapun, firm3, kongsl,
ropera$ dana pensrun peelutuan ped(umpulan, ysyssen, organisasi massa,
organisasi esial politik, aiau organisasiyang 6sjsnis, lembaga, beniuk usaha lelap,
dan b€nluk usaha lainnyai

B€han galisn Golonqan A adalah banan galian yans setralegis untuk penahanan
dan keamanan dan perekonomian nega€l

Bahan galian Golongan B adalah bahan galian vital yans dapai menjamin hajai

Bahan galian Golongan C adalah bahan galian yang iidgk lemasuk bahan galian

9. Usaha Petumbangan Umum adarah usaha dibidang Perlambangan lerdii usaha
eksplo€si, sksploitasi, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan
bahan salian golonganA,B dan C.

10 lzin usaha perlambangan umum adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan
ws/t€nang seria hak dan keMjiban untuk mslakukan kegialan usaha
penambangan umum yang b€rn€nut SuEl lzin Penambangan Daerah dan Kuasa

1].Kuas P€rtambangan yang *lanjutnye disebui KP adalah rerenang vang
dibenkan kepada badan/p*eomngan unluk melaksanalan usaha Petumbangan
bahan galian golongan A (lan Bl

12. Sural l,n Penambansan Daorah yans selanjqtnya di*but SIPD adalah w4enang
yang dibenkan kepada badan/pe6@Ensan unn k melakukan ssmLra atau sebasian
tahap usaha pe.tambangan bahan galian golongan Ci

1 3. Retribus lzin Usaha Pedambangan Umum adalah pungutan daeEh atas p€mberian
izin SlPo/KP yang dibeikan kepada oEng p badi atau badan

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Oalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 
1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara 

2. emerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara, 

3. Bupati adalah Bupati Jepara, 

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, 
dan bentuk usaha lainnya, 

6. Bahan galian Golongan A adalah bahan galian yang setrategis untuk pertahanan 
dan keamanan dan perekonomian negara, 

7. Bahan galian Golongan B adalah bahan galian vital yang dapat menjamin hajat 
hidup orang banyak 

8. Bahan galian Golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian 
3olongan A dan B 

9. Usaha Pertambangan Umum adalah usaha dibidang pertambangan terdiri usaha 
eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan 
Dahan galian golongan A,B dan C 

10 lzin usaha pertambangan umum adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan 
wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha 
pertambangan umum yang berbentuk Surat lzin Penambangan Daerah dan Kuasa 
Pertambangan 

11 Kuasa Pertambangan yang selanjutnya disebut KP adalah wewenang yang 
diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan 
bahan galian golongan A dan B; 

12. Surat lzin Penambangan Daerah yang selanjutnya disebut SIPD adalah wewenang 
yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melakukan semua atau sebagian 
tahap usaha pertambangan bahan galian golongan C, 

13. Retribusi lzin Usaha Pertambangan Umum adalah pungutan daerah alas pemberian 
izin 3\pp/KP yang diberikan kepada orang pribadi atau badan 
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14.Min,€i bumi adalah hasil prcss alami b€rupa Hidrokarbon yang dalam kondisi
lokanan dan temperalur ahcphere borupa tas€ c€n atau padat lemasuk aspal,
iilin min€lal atau ozoke t, dan bitumen yang diperoteh dari prcses penambangan,
serta semua hasil-hasil p€m'rmian dan p€ngolahannya, ieiapi iidak termasuk
batubaE atau endapan hidrok€rbon lain yang berbentuk padat yang dipercleh dari
kegiatan yang tidak bertlaitan dengan kegiatan usha minyak dan gas bumi

15.Gas bumi adalah hasil proses alami betupa hidro larbon yang dalam kondisi
lekanan dan temperatur atmosphee berupa fase gas yang dlpgrcleh dai proses
Ponambangan minyak dan gas bumi

l6.Slasiun Pengisian Bahan Bal.ar uniuk Umum yang *lanjutnya disingkal SPBU
adalah l4pai yang msnyediakan dan m€layani kebutuhan bahan bakar minyak,
bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahao bakar elpiji sekior tEnspoftasi
untuk umum langsung k€pada masyarakal.

17.Minyak pslumas bekas adalah minyak pelumas yang ielah dlgunakan dalam su8lu
usha darvatau ,€giatan yang lelah berubah warna dan mengandung padikel
parlik€l losam yans d€pal dimantaalkan kembali.

18.lzin SPBU adalah izin untuk mendinkan Stasiun Psngisisn Bahan Bakar Umum
yang msnysdiakEn dan m€layani k€buluhan bahan bakar minyak, bahan bakar
khusus, bahan bakar sas dan bahan bakar elpiji s€klor transponasi uniuk umum
langsung kepada masyarakat.

1 9. Retribusi lzin Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah pungutan dasrah alss pemberian
lzin Usaha Minyak dan Gas Bumi yang dibsil.an kepada oEng pnbadi atau badan.

20 SuEl Pomberilahuan R6lribusi DaeEh, ya.g selanjutnya djsingkat SPTRD adalah
sural yang digunakan oleh wajib Relribusi untuk nelaporkan perhilungan dan
pembayaran Retribusi yang tennarg menunn PoEtu€n Retribusi.

21. ookqmen lain yang dipeEmakan adalah suml dinas yang dibuat dsn
ditandatangani oleh pejabal yans dilunjuk m€nutul P€raiuran Daeah ini.

22 wajib reiribusiadalah orang pribadi alau badsn yang msnurut pe.aiuran perundang-
undangan relribusi diwajibk€n unluk melakukan psmbayaran retribusi.

23. Masa rel busi adslah sualu jangka waklu iertertu yang meruPakan tEtas waklu
bagi wajib R€tibusi unuk memarfaalkan i:sa dan pe jinan tertenlu dan Pemerinrah

24 Sural Tagihan Relribusi Daerah yang selanjulnya disingkat STRD adalah $ral
untuk delakukan iagihan retribusi dan alau sanksi adminisAasi beruPa bunga dan

25. Sural K€tetapan Relribsui DaeEh yang selanjulnya disingkat SKRO adalah surat
kststapan yang meneniukan besamya jLrmlah reLibsui terutang.

26 Pembayacn Retribusi daerah adalah besamya kewajiban yaas harus dipenuhi oleh
wajib Reinbusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kss Daerah atau tempal lain
yang dilunjuk dengan balas waKu yang telah dilentuk€n.

14. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa Hidrokarbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase cair atau padat termasuk aspal, 
lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, 
serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya, tetapi tidak termasuk 
batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari 
kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi 

15.Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi 
tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase gas yang diperoleh dari proses 
penambangan minyak dan gas bumi 

16. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU 
adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, 
bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji sektor transportasi 
untuk umum langsung epada masyarakat 

17.Minyak pelumas bekas adalah minyak pelumas yang telah digunakan dalam suatu 
usaha dan/atau kegiatan yang telah berubah warna dan mengandung partikel­ 
partikel logarm yang dapat dimanfaatkan kembali 

18.lzin SPBU adalah izin untuk mendirikan Stasiun Pengisisn Bahan Bakar Umum 
yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar 
khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji sektor transportasi untuk umum 
langsung kepada masyarakat 

19. Retribusi lzin Usaha Minyak dan Gas Bumi adalah pungutan daerah atas pemberian 
lzin Usaha Minyak dan Gas Bumi yang diberikan kepada orang pribadi atau badan 

20. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah 
surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan 
pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi 

21 Dokumen lain yang dipersamakan adalah surat dinas yang dibuat dan 
ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk menurut Peraturan Daerah ini 

22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang­ 
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi 

23.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu 
bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah 
Kabupaten 

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat 
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan 
atau denda 

25. Surat Ketetapan Retribsui Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribsui terutang 

26.Pembayaran Retribusi daerah adalah besarnya kewajban yang harus dipenuhi oleh 
wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain 
yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan 
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2T.Ponagihan Relribusi Oaerah adalah Ee,€ngkaian kegiatan pemungulan Reiribusi
Oaerah y€ng diawali dengan penyampaian suEt Peinsalan,su€t teguran yang
bsrs€ngkutan melaksanakan kewEjiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan
jumlah Retribusi yans ierutans.

28 Pemsriksaan adalah seEnsl.aian kegiatan untuk mencan, mengumpulkan dan
mengolah data dan alau keteEngan lainnya datam Gngka renguji kepatuhan
pernenuhan kwajiban rel busi dan u.tuk tujuan lain dalam Enska melaksanakan
leleniuan peEtuEn perundang-rndangan reiribusi

29 Penyidikan adalah s€rangkaian tindakan penyidikan tindak pidana dibidang relribusi
yang dilakukan oleh Penyidlk Peg a, NegeriSipil.

Pasal 2

Jenis Ueha Pertambangan Um!m, Minyakdan Gas Bumim€liputi:
'1. Usaha Psnamhngan Umum :

a Penyelidikan Umum

d Pengolahan dan Pemumian ie Pengangkuian dan Penjualan.

2 Usha Minyakdan Gas Bumir
s. Pongusahaan SPBU;
b Pemasaran Bahan Bakar Khusus;
e Pengumpulan dan Penralu€n Pelumas BekEs.
d. P6ngusahaan Bahan Bakar Gas l
e Usaha Ja€a P€nunians.

BAB II

NAMA. OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

Pasal3

Dengan nama Reiribusi lzin Usaha Pertambangan lJmum Minyak dan Gas Bumi
dipungut R6lribusi DaeGh sbagai pembayaEn atas Pembe an lzin Usaha
Pertambangan Umum, Minyak dao Gas Buni kepada orang Pribadi aiau b€dan uniuk
menyel€nggaEkan Usaha Pe.tambangan Umum, Minyak dm Gas Bumi dslam

Pasal4

Obyek Retribusi DaerEh adalah pomberian lzin lJsaha Pedambangan Umum, Minvak

Pasals

Subyek Retribusi Daerah adalah oEns p badi alau badan yang memperoleh lzln
Usaha Pertambansan Umurn, Minyak dan Gas Bumi .

, 

27 Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi 
Daerah yang diawali dengan penyampaian surat Peringatan,surat teguran yang 
bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan 
jumlah Retribusi yang terutang. 

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
etentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Pasal 2 

Jenis Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi meliputi 
1. Usaha Pertambangan Umum 

a. Penyelidikan Umum 
b. Ekplorasi 
c. Ekploitasi, 
d. Pengolahan dan Pemurnian, 

- e Pengangkutan dan Penjualan 

2.Usaha Minyak dan Gas Bumi 
a. Pengusahaan SPBU , 
b Pemasaran Bahan Bakar Khusus, 
c. Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas, 
d. Pengusahaan Bahan Bakar Gas; 
e. Usaha Jasa Penunjang 

BAB II 

NAMA, OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 3 

Dengan nama Retribusi lzin Usaha Pertambangan Umum , Minyak dan Gas Bumi 
dipungut Retribusi Daerah sebagai pembayaran atas Pemberian lzin Usaha 
Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi kepada orang pribadi atau badan untuk 
menyelenggarakan Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi dalam 
Wilayah Daerah 

Pasal 4 

Obyek Retribusi Daerah adalah pemberian lzin Usaha Pertambangan Umum, Minyak 
dan Gas Bumi 

Pasal 5 

Subyek Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh lzin 
Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi 
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Pas€l 6

Wajib Ret busi Daerah adalah orang pribadi atau
pembayaEn alas p€layanan pemberian lzin Usaha

badan yang diwEiibkan melakukan
Pert6mb6ng6n Umum, Minyak dan

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Rehbusi lzin Usha Periambanqan
retribusi perizinan lerlenlu

umum, Miryak dian Ggs Bumi t€masuk golongan

KEIENTUAN PERIZINAN

(1)

t2)

Pasal I
Setiap Pendinan Usaha Pedambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi wajib
mempeoleh lzin Usaha Pertambangan Umum, Mnyak dan Gas Bumi dari Bupati.

Bupati berhak menutup Usaha Psrtambanoan Umum, Minyak dan Gas Bumi yang
tidak mempunyai izin dan tidak memperhatikan kslesiarian lingkungan.

Pasl 9

Tala @a dan syarat-syarat Pembetian lzin Usaha Poriambangan Umum, Minyak dan
Gas Bumi diatu ol6h Bupati

BAB V

CAFA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNMN JASA

Bagian Penama
lzin Usaha Pertambangan Umum

PasallO

(1) Tingkat psnggunaan Fsa Hn usaia Pertambatgan Umum diuku berdasarlan
lnd€ks tuas Areal (lLA), indeks peralatan yang disunakan (lP), indeks jenis bahan
galian (IJBG), indeks jenis perianan (rJl), lndeks Jangka Waktu lzin (UW)

(2) Tingkat penggunaan iasa dihitunq dengan cara m€mberi indeks pada i

a. Luas arcal {lLA) |

b. Peralalan yang digunakan (lP) i

c. Jenis Bahan Galian (UBG):

d. Jenis perijinan (Ul).

e. lndek Janqka Waklu ljin (Uw)

Pasal 6 

Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan 
pembayaran atas pelayanan pemberian lzin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan 
Gas Bumi 

BAB Ill 

GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 7 

Retribusi lzin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi termasuk golongan 
retribusi perizinan tertentu 

BAB IV 

KETENTUAN PERIZINAN 

Pasal 8 

(1) Setiap Pendirian Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi wajib 
memperoleh lzin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi dari Bupati 

(2) Bupati berhak menutup Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi yang 
tidak mempunyai izin dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. 

Pasal 9 

Tata cara dan syarat-syarat Pemberian lzin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan 
Gas Bumi diatur oleh Bupati 

BAB V 

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 
Bagian Pertama 

lzin Usaha Pertambangan Umur 

Pasal 10 

(1) Tingkat penggunaan jasa lzin Usaha Pertambangan Umum diukur berdasarkan 
Indeks Luas Areal (ILA), indeks peralatan yang digunakan (IP), indeks jenis bahan 
galian (I4BG), indeks jenis perizinan (IJI), Indeks Jangka Waktu lzin (IJW) 

(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung dengan cara memberi indeks pada 

a. Luas areal (ILA); 
b. Peralatan yang digunakan (IP), 

c. Jenis Bahan Galian (1JBG) 
d Jems penjinan (IJI) 
e. Indek Jangka Waktu ljin (IJW) 
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(1 ) Besamya lndeks Luas Areal

a. Sampaidengsn 1 Ha

b Dialas 1 Ha s/d 3 Ha

Diaias 12 He rd 15 Ha

(2) lndek PeElatan (lP) l

b M.ksnildAl.t 866l

:1
:2
:3

:5
,6t

3

(3) lnd€kJenis Bahan Galian (UBG ):

1) Biiunen padal aspal, Anllasil,
2) Minyak dan Gas Bumi, Balu

3) U€nium, ladiun, thonum dan

b. Golongan B
1) Kiolil, ,luoBpar, barit, Yodium,
2) Besi, pssir besi, mansaan,

Bauksit, t6mb€ga, limbal, seng
zircon, krisl€l kwarsa: 5

(4) lndek Jenis Psdiinan (lJl)

a. Psyelidikan t mum

d. Pensolahan & pemumid
e. Psnoanskuian dar Peni'ralan

batubara, batu baEmuda: 5
Bara Cair,lilin bumi, gas alam, Nikol, koball,

baha.-bahan salian radioakm Einnya : 7

brom, khlor b€l€ranq r 3
molibden, khrcm, mlfram,vansdium, lilan,

Arsin, antimon, bismd, Berillium, korodlum,

: 0,5
: 0,5
:1
:1
: 0,25

3) Rylrium, fiutanium, canum dd logam logam langk€ lainnya:6
4) Emas, plstina, p€rak, ai.ralGa, intan :7

1. Yarosil, leusii, iawas {alum), oker, Bat! apuns, lras, obsidan, parlil, tanah
diatome, tanah srap (tullers eart), GEnit, and€sil,basl,irakhit,tanah liat dar
pssir sePanjang lidak m€ngandung unsureunsur minerEl golongan A
maupun B dalam jumlah yang beEdi ditinjau dad *gi ekonomi

Nitral"nitrat, pospat-pospat, garam balu (halite), Balu kapur, dolomit, kalsit 2
Asbes, lalk, mika, gr.rit, magnosit, Pasir kwaBa, kaolin, ,ielspar, gips,

benlonit Marmer, baru tulis: 3
Batu pemata, batu s€t€ngah permata :4

Pasal 11 

(1) Besarnya indeks Luas Areal (ILA) sebagai berikut 

a. Sampai dengan 1 Ha 1 
b. Diatas 1 Ha sld 3 Ha 2 

c. Diatas 3Ha s/d6Ha 3 

d. Diatas 6 Ha sld9Ha 4 

e. Diatas 9 Ha sld 12 Ha 5 

f Diatas 12Ha s/d 15 Ha 6 

(2) Indek Peralatan (IP) 

a. Tradisional 
b. Mekanik/Alat Berat 

1 
3 

(3) Indek Jenis Bahan Galian (1JBG ) 

a Golongan A 
1) Bitumen padat, aspal, Antrasit, batubara, batu baramuda 5 
2) Minyak dan Gas Bumi, Batu Bara Cair, lilin burmni, gas alam, Nikel, kobalt, 

Timah 6 
3) Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktfi lainnya T 

b. Golongan B 
1) Kriolit, fluorspar, barit, Yodium, brom, khlor, belerang 3 
2) Besi, pasir besi, mangaan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan, 

Bauksit, tembaga, timbal, seng Arsin, antimon, bismut, Berillium, korodium, 
zircon, kristal kwarsa: 5 

3) Rytrium, rhutenium, cerium dan logam-logarn langka lainnya6 
4) Emas, platina, perak, air raksa, intan 7 

c. Gololongan C 
1 Yarosit, leusit, tawas (alum), oker, Batu apung, tras, obsidan, parlit, tanah 

diatome, tanah serap (fullers eart), Granit, andesit, basal, trakhit,tanah liat dan 
pasir sepanjang tidak mengandung unsure-unsur mineral golongan A 
maupun B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi 
pertambangan : 1 

2. Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite), Batu kapur, dolomit, kalsit. 2 
3. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit, Pasir kwarsa, kaolin, fielspar, gips, 

bentonit Marmer, batu tulis: 3 
4 Batu perrnata, batu setengah permata : 4 

(4) Indek Jenis Perijinan (I4I) 

a. Penyelidikan Umum 
b. Eksplorasi 
c. Eksploitasi 
d. Pengolahan & pemurnian 
e. Pengangkutan dan Penjualan 

0,5 
0.5 
f 
1 
0,25 
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(5) lndek Janska waldu (lJW)

1

2
3

5

(1)

\2)

Pasal12

Tingkal p€nggunaan jasa lzin Usaha llinyak dan Gas Bumi diukur berdasarkan Jsnis

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUK]UR DAN BESqRNYA TARIF

Pasal lS

Prinsip dan sasaran dal6m pen€tapan slrukt r dan bemya tarif R€tibusi Daerah
didasarkan pada tujuan unluk renutup biaya peryelenggEraan Pembenan izin.

Biaya sebsgaimana dimak$rd dalad ayal (1) meliPuii komponen biaya
administEsi. oDerasional. Pembinaa dan Penoawasan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA IARIF REIRIBUSI DAEMH

Bagian Perlama
lrn Usha PertembangEn Umum

Pasal l4

(1) Besamya tadf lzjn usaha Pedambangan umum (TRD) ditetaPkan berdasart€n
Golongan Bahan Galian s€bagai Benkut :

a. Bahan galian Golongan A sebesar Rp. 1.500.000,- ( satu juta lima Etus nbu

Bagian Kedua

lzin Usaha Minyak dan Gas Bumi

b Bahan galian Golongan B sebesar RP. 300.000,- { l-iga ratus ribu rupiah

c. Bahan qalian Gdmsan c s€besar Rp. 200.000,- ( Dua @tus dbu ruPiah

);

).

(5) Indek Jangka waktu (1JW) 
a. 1tahun 
b. 2tahun 
c. 3tahun 
d. 4tahun 
e 5 tahun 

1 
2 
3 
4 
5 

Bagian Kedua 
lzin Usaha Minyak dan Gas Bumi 

Pasal 12 

Tingkat penggunaan jasa lzin Usaha Minyak dan Gas Bumi diukur berdasarkan Jenis 
lzin yang diberikan. 

BAB VI 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Pasal 13 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Daerah 
didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin. 

(2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya 
administrasi, operasional, Pembinaan dan Pengawasan 

BAB VII 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH 

Bagian Pertama 
lzin Usaha ertambangan Umum 

Pasal 14 

(1) Besarnya tarif lzin Usaha Pertambangan Umum (TRD) ditetapkan berdasarkan 
Golongan Bahan Galian sebagai Berikut : 

a. Bahan galian Golongan A sebesar Rp. 1.500.000,- ( Satu juta lima ratus ibu 
rupiah ); 

b. Bahan galian Golongan B sebesar Rp. 300.000,-( Tiga ratus ribu rupiah ); 
c. Bahan galian Golongan C sebesar Rp. 200.000,- ( Dua ratus ribu rupiah ) 
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(2) Besahya Rel busi lzin Usaha Penambangan Umum (BRD) dihilung d€ngan eE
rengalikan Tingkal penggunaan jasa ebagaimana dimaksud (l3lam Pasal 1 1 dan
tarir rzin Usaha Pertambangan Umum ORD) s€bagaimana dimaksud pada ayal
(1 ), atau dapal dirumuskan *bagai beikut l

BRD=IRD X ILA X IP X l]BG X IJIXIJW

Pasal 15

Besamya Tarip Rehibusi lzin usaha Miny€k dan Gas Bumi dit€iapkan sebagai berikurl

a. Pengosaham SPBU dan Bahan Bakar Ga3 ps slang 'noz€l' $b4ar Rp.
30O.000,-i (liga Etus ribu rupiah );

b Pemaeran Bahan Bakar (husus per *lang "n@el" paampung s€bssar Rp
350.000,- (Tiga ralus lima puluh ibu rupiah);

c. Pengumpulan dan penyalumn pslumas bekas :

1) Kapasitas vd 5.000ll sebesar Rp.200.000, (dua ralus nbu ruPiah) i

2) Kapasitas diatas 5.000 lt s/d 10.000 ll seb4ar Rp. 250.000.- (dua rat'rs lima
puruh ribu rupiah);

3) Kapasiks 10.000 It ke atas seb€sar Rp. 500.000,- (lima ralus ribu rupiah)

d Usah€ Jaea P€nuniang :

1 ) Kapasiias s/d 5.000 lt sebesar Rp. 200.000,- (dua Eius dbu rupiah) ;

2) Kapasitas dialas 5.000 lt s/d I 00o ll *besar Rp. 250.000,- (dua ratus tima puluh

3) Kapasilas diata6 8.000 lt s/d 16 0o0 It sebesr Rp. 400.0@,- {empal €tus ribu

Bagian Kedua
lzin Usaha MinFkdan Gas Bumi

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI DAERAH IERIJTANG

Pasal 16

Rehibu6i Da€rah Ennang ieiadi pad€ saal dilelaPkan SKRD atau dokumen lain vang

BAB IX

I\,IASA RETRIBUSI DAEFIAH

Pasal 17

(1) Mas€ Retibusi Daech adalah 6 (enam) bulan terhitLrng *jak langgal lzin Usaha
Pedambangan Umum, Minyakdan Gas Bumi dikeluarkan.

9

(2) Besarnya Retribusi lzin Usaha Pertambangan Umum (BRD) dihitung dengan cara 
mnengalikan Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 
tarif lzin Usaha Pertambangan Umum (TRD) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) atau dapat dirumuskan sebagai berikut 

I BRD-TRD x ILA x IP x TJBG X IJIX IW 

Bagian Kedua 
lzin Usaha Minyak dan Gas Bumi 

Pasal 15 

Besarnya Tarip Retribusi lzin Usaha Minyak dan Gas Buri ditetapkan sebagai berikut 
a. Pengusahaan SPBU dan Bahan Bakar Gas per selang "nozel" sebesar Rop. 

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah ); 
b Pemasaran Bahan Bakar Khusus per selang "nozel" penampung sebesar Rp 

350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 
c. Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas 

1) Kapasitas s/d 5.000 It sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ; 
2) Kapasitas diatas 5 000 It s/d 10 000 It sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima 

puluh ribu rupiah), 
3) Kapasitas 10.000 It ke atas sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) 

d Usaha Jasa Penunjang 
1) Kapasitas s/d 5.00O It sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 

2) Kapasitas diatas 5.000 It sld 8.00O It sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh 
ribu rupiah), 

3) Kapasitas diatas 8.000 It s/d 16.000 It sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu 
rupiah) 

BAB VIII 

SAAT RETRIBUSI DAERAH TERUTANG 

Pasal 16 

Retribusi Daerah terutang terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersarakan. 

BAB IX 

MASA RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 17 

(1) Masa Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal lzin Usaha 
Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi dikeluarkan 
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(2) Selelah lewat iangka waKu *basaimana dimaksud dal€m ayat (1), maka hak
uniuk m€manfaalkan lzin Usaha Pedambangan Umum, Minyak dan cas Bumi

BAB X

WLAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Rstnbusi D€erah dipunout di wilayah Daerah

BAB XI

TATA CARA PEIVUNGUIAN

Pa*l 19

Pungutan Retribusi Daemh tidak boleh diborongkan.

R€lribusi Dasrah dipungut dengan m€nggunakan SKRD atau dokurn€n lain yang

BAB XII

TATA CARA PEMBAYAMN

Pasal 20

PembayaEn Rotribusi DaeGh yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka

Psmbayaran Rstribusi Daerah dilakukan di Kas Derah alau t€mpat lain y.'ns
ditunjuk sesuait€klu yang ditsntuLan dengan menssunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipeEamakan

Dalah hal p€mbayaran dilakuPan di lempal lain yang dnunjuk, maka hasil
penerimaan Retribusi Daerah harus diselor ke Kas Daerah selambai]ambainya 1

)( 24 jam atau dalam waklu yang dilentukan ol€h Bupati

(1)

(2)

0)

12)

(3)

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal2l

Oalam hal wajib Rehbusi Derah tidak membayar tePat wktu alau lorans me bar€r,
dikonakan $nksi admjnsitrasi b€rupa bunga sebesff 2 % (dua prc*n) *tiaP bulan
dai Relnbusi Daerah yang terhutang yang lidak atau kuEng dibayar dan ditagih
dengan menggunakan SIRD

(2) Setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak 
untuk memanfaatkan lzin Usaha Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi 
menjadi gugur. 

BAB X 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 18 

Retribusi Daerah dipungut di wilayah Daerah 

BAB XI 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

Pasal 19 

(1) Pungutan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan. 

(2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang 
dipersamakan. 

BAB XI 

TATA CARA PEMBAYARAN 
Pasal 20 

(1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka 

(2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang 
ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen 
lain yang dipersamakan 

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil 
penerimnaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 
x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati 

BAB XIII 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 21 

Dalam hal wajib Retribusi Derah tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, 
dikenakan sanksi adminsitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan 
dari Retribusi Daerah yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih 
dengan menggunakan STRD 
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BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

{1) P€nqsluaran Surct T€guran atau peringaian atau suEt lain yang sejenis sebagei
al tindakan polaksanaan penagihan Retribusi Oaerah, diksluarkan segera

set€lah 7 (tujuh) hari s€jak jatuh tempo pembayaEn.

(2) Dalam jangka waklu 7 {tujuh) hari selelah langgal surat lesucn 6tau p€ringaian
alau surat lain yang lejenis, wajib Roaibusi Daerah harus melunasi Relribusi

(3) SuEt teguEn arau peingatan aras surat lEin yang s€j€nis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikelua*an oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Bentuk fomulir yang dipergunakan untuk pelal€anaan penagihan Rslribusi Daerah
sebaqaimana dimsksud dalam Pasal 22 ayat (1 ) dilelaPkan oleh Bupati .

BAB XV

PENGURANGqN. KERINGT\NAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI OAERAH

Pasal 24

('l) Bupalidapat ftemb€ikan penguEngan, keinganan dan pembebasan Rehbusi

(2) Iatac€ra pembe an penguEngan, keinsanan dan pmbebasn R€irjbusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1 ) ditetaPk6n oleh BuPali.

BAB XVI

KADALUWARSA

Pasal25

{1 ) P€nagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah malampaui iangke Mktu 3 (tise)

tahun, l€rhnung sejak saai te.hutansnya Relribusi Daerah, ke@li apabila *Ejib
Relribusi Dae;h melakukan iindak pidana di bidang Rstdbusi oae€h.

(2) Kadaluw€rsa penagihan Relribusi DaeEh sebagaimam dimaksud dalam aval (1),

ledangguh apabila :

a. oitelbitPan Surat Teguran, atau i
b. ada pengakuan hrtang Rotribusi Daerah dai wajib Retribusi Daerah baik

lanqsunO maupun tidak langsung.

BAB XIV 

TATA CARA PENAGIHAN 

Pasal 22 

(1) Pengeluaran Surat Teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai 
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluarkan segera 
setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan 
atau surat lain yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi 
Daerah terhutang 

(3) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

Pasal 23 

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati 

BAB XV 

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN 
RETRIBUSI DAERAH 

Pasal 24 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi 
Daerah 

(2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Bupati. 

BAB XVI 

KADALUWARSA 

Pasa\ 25 

(1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) 
tahun, terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah, kecuali apabila wajib 
Retribusi Daerah melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
tertangguh apabila 
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau; 
b. Ada pengakuan hutang Retribusi Daerah dari wajjib Retribusi Daerah baik 

langsung maupun lidak langsung. 
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BAB )(vII

PETAKSANAAN DAN PENGAWASAN

pasal Zo

P€laksanaan dan Pengawasan P€mturan D€erah ini dilal(ukan oleh Perangkal Daerah
yans ditunjuk oleh Bupali

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi Da€mh yang tidak melaksanaP€n kewEiban sehingga merugikan
keuaosan DaeEh dianc€m pidana kutungan palinq lama 6 (enam) bulan aiau
denda paling banyak 4 (empal) kali jumlah Relribqsi Da8rah yans terhulang.

(2) Tindak pidana sebasaimana dimaksud dalam ayat (1 ) adalah Pranggaran

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal2a

(1) P€jabai Peg4ai Negeri Sipil lortentu di lingkunsan Psmerintah Daerah diberi
w€wenanq khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di
bidang €lribusi daelan.

(2) w*nang penyidik s€b€gaimana drmaksud dalam ayat il) adalah

a Menerima, msrcari, m€ngumpulkan, dan morelni keGrangan atau laporan
berkmaao dengan lindak pidana di bidans Relribusi Daerah agar keie€ngan
alau laporan lecebut m€nyadi lebih lengkap dan jelasi

b lvonelili, men@ri dan mensumpulkan ketercngan msngsai orcns pribadi atau
badan lenlang k€b€naran perbualan yang dilakukan sehubungan dengan lindak
Pidana R€mbusi DaeEhl

c. Meminla kelerangan dan bahan buKi dari orang Pribadi atau badan
s€hubungEn densan tindak Pidana di bidang Ret busi Da€rah;

d. Mem€riksa buku-buku, @tat€n_catatan, dan dokumm lain berkenaan densan
tindak pidena bidang Retibusi DaeEhi

e. Melakukan penggeledahan untuk mendaPatl€n bahan buKi p€mbukuan,
pencatatan, dan dokumennokumen lain se.ta melakukan Penvilaan lethadaP
bahan buKi lersebui:

·' 

BAB XVII 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26 

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah 
yang ditunjuk oleh Bupati 

BAB XVIII 

KETENTUAN PIOANA 

Pasal 27 

(1) Wajib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewaijiban sehingga merugikan 
euangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) Dulan atau 
denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi Daerah yang terhutang. 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran 

BAB XIX 

PENYIDIKAN 

Pasal 28 

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi 
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang retribusi daerah 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan 
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan 
atau laporan tersebut menyadi lebih lengkap dan jelas; 

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau 
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah; 

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan 
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, 

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan 
tindak pidana bidang Retribusi Daerah, 

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, 
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap 
bahan bukti tersebut, 
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f. Ivleminia bantuan ienaga ahli dalam rangka pelaP6anaan tugas Penyidikan
tindak pidana di bidang Renibusi DaeEhi

g. Menyuruh bernenti dan atau melamng seseorang menlnggalkan ruangan atau
lernpal pada saat pemerikEaan sedang bedangsunq dan meme.iksa identiias
orang dan alau dokumen yans dibawa sebagsimana dimaksud dalam hurut (s)
tersebut di atas;

h. Memotrcl s4eolang yang berkaitan dengan lindak pidana Retrlbusi Daemh;

i. l4emanggil orang unluk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
teBangka atau saksii

j. l4enghsntikanpenyidikan

k. [4elakukan tindakan lain yang penu uniuk kdan@En Penyidikan l]ndak pidana
di bidanE Retribusi Da€rah menurui hukum yang dapal diPedanggungjgwabkan

(3) Penydik sebagaimana dimaksld dalam ayat (1) memberilahukan dimulainva
penyldikan dan menyamPaikan hasil penyidikan keP6da penuntul umum sesuai
dengan Undang-Undang yang mengatur teniang Hukum Acara Pidana

(1)

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Sural lzin yang dlkeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan da€rah ini hasih
beflaku sampaidongan habis masa bedakunya.

Dengan berlakuny€ psratuEn d3eruh ini, maka setiap pemeg3ng izin yang lelah
merakrrGn kegratan usaha sebelum bgnakunya Peratlran daerah ini, ha.Lrs
memefuhi keientuan yans te@ntum dalam peraturan daerah ini.

Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (1)
Peraturan Daerah ini yang telah melakukan kegiatan usaha dan belum memiliki
izin , paling lambat 3 (tiga) bulan *jak b3 akunya peraturan daerah ini harus
mengajukan permohonan lzin berdasrkan peraturan daerah in ;

{2)

(3)

BAB XXI

KETETITUAN PENUIIJP

Pasal30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraruran Oaolah ini s€panjang mongsnai
pelaks€naannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupali .

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan 
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; 

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau 
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas 
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e) 
tersebut di atas; 

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah; 

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai 
tersangka at@u saksi; 

j Menghentikan penyidikan 

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana 
di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungiawabkan 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya 
peryidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai 
dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Hukum Acara Pidana 

BAB XX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 29 

(1) Surat lzin yang dikeluarkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini masih 
berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. 

(2) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka setiap pemegang izin yang telah 
melakukan kegiatan usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini, harus 
memenuhi ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah ini 

(3) Setiap orang pribadi atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Daerah ini yang telah melakukan kegiatan usaha dan belum memiliki 
izin , paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini harus 
mengajukan permohonan izin berdasarkan peraturan daerah ini, 

BAB XXI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal30 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati 
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Palat 31

P€rahrran Daerah ini mulai bodaku Fda lan€Eal diundangkan.

Aqff s€liap orang dapsl msngslatEinya memerintahkan pengund€nqEn Peraturan
Daemh inidonsan p€i€npslannya &lam LernbaEn Da€r* Kabupacn JGpalE.

pada trnooal 18 Nopemb€r 2m5

Dimdangk€n di J?€ra
psda langqsl 18 Nop€rnbcr zr05

SEKRETARIS DAERAH MBUPATEN JEPARA

I FMBARAN DAERAH XABUPATEN JEPAM TAHUN 2OO5 NOMOR 6

BUPATI JEP

HENDRO MARIOJO

• > • ?oa 

,_ 
v 

Pasal 31 
Peraturan Daerah ini mu1ai ber1aku pada langgal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penerpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara. 

Ditetapkan di Jepara 
pada tanggal 18 Nopember 2005 

.z 
euoRo MARTOJO 

Diundangkan di Jepara 
pada tanggal 18 Nopember 2005 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 6 
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PENJELASAN

ATAS

PEMTURAN DAEMH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 7 TAHUN 2OO5

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PERTAMMNGAN UMUIVI, MINYAK DAN GqS BUMI

I. PENJETASAN UI\'UM

D€nqan dibe.takukEnnya Undang-undang Nomor 1a Tahun 1997 lenlang
Pajak Daerah dan R€lribusi Daerah s€bagaimana telah diubah densan undans'
Undang nomor 34 Tahun 2ooo yang eGE teknis diiabarkan dalam P6raluran
Pemsnniah Nomor 66 Tahun 2ool tenlang R€tribusi Daerah, maka pendapalan
Daerah khususnya yans beBumber dari elribusi daerah diharaPkan dapal reniadi
sumb6r pembiayaan yang handal dalam Penyelenggaraan Peme ntahan,
pelaksanaan p€mbanqunandan polayana.kePadamasysrakal.

Dengan demiki.n diharapkan lebih meningkatkan dan memaniaPkan
p€laksanaan Otonomi Oaffih yanq lu€s, nyata dan benangguq jawEb

sebagaimana diamanatkan daiam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenlang
pemeiirnahan Daelah, ol€h karena ilu p€ngaturan dnbusi daeEh perlu

disempumakan densan mengarah kepada systsm yang sederhana, adil,efektif dar
efisien sehingga daPai meng€r€kran PeEn se.ta masyararat dalam p6mbiavaan

Pengelolaan PedambBngan Umus, Minyak dan Gas Bumi di daralan dan
lepas pantai ssPanjang 4 mil laul, meruPakan kew€nangan Pemsriniah
Kabupatsn/Kota yang dapa! diatur dan dijadika. sumber penenmaan Daerah vano
sh suna menunjang p€laksanaan p€mbanguna. Daerah dan meningkatl€n
kesejaht€raan masyaEkat

Sehubungan dengan hal hal tersebut di aias dan dalam rangka mendorong
*rta mensoptimalkan pelaksanaan Otonomi DaeEh melalui peningkalan
pendapatan Da€rah dari Ret busi di bidanq usaha pertambangan umum , minyak
dan gas buni , perlu dialur k€t€ntuan Ret ibusi lzin Usaha Pertambangan umum,
minyak dan oas bumi yanq diletapkan dalam Peratursn OaerEh.

II. PENJELASAN PASq! OEMI PASAT

t5

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA 
NOMOR 7 TAHUN 2005 

TENTANG 

RETRIBUS HZIN PERTAMBANGAN UMUM MINYAK DAN GAS BUMI 

PENJELASAN UMUM 

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Paiak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang nomor 34 Tahun 2000 yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka pendapatan 
Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah diharapkan dapat menjadi 
sumber pembiayaan yang handal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat 

Dengan demikian diharapkan lebih meningkatkan dan memantapkan 
pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan Daerah, oleh karena itu pengaturan retribusi daerah perlu 
disempurnakan dengan mengarah kepada system yang sederhana, adil, efektif dan 
efisien sehingga dapat mengerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan 
pembangunan 

Pengelolaan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi di daratan dan 
lepas pantai sepanjang 4 mil laut, merupakan kewenangan Pemerintah 
Kabupaten/Kota yang dapat diatur dan dijadikan sumber penerimaan Daerah yang 
sah guna menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah dan meningkatkan 
esejahteraan masyarakat 

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong 
serta mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan 
pendapatan Daerah dari Retribusi di bidang usaha pertambangan umum , minyak 
dan gas buni, perlu diatur ketentuan Retribusi zin Usaha pertambangan umum, 
minyak dan gas bumi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

IL. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 
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CutuPielas

c'*upjolas

P€ngEturan teri.Erq iata cara dai syarat+yaEt P€rizimn l€fm*uk diialamnva

mng3tur bat vs irn tidak boldt dialitlk n kQada Pihd( lain ksorali aia3 inn

Brrpdi.

Cukup Flas

Ayat (2)

Yang dimd(lud p€.alslan tradisioml sddah P€rdatan v€ng lebih
rE g*dalkEn p€ds tsnaga man6i,, misalnya €ngkul, lingEis dan l.in-
lain.

Hurtlf b
Cukupj6las

Ay€t (3)

Ay6t (5)

Pasal12

cukup jelas

t6

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 
Pengaturan tentang tata cara dan syarat-syarat perizinan termasuk didalamnya 

mengatur bahrwa izin tidak boleh dialihkan kepada pihak lain kecuali atas izin 

Bupati. 

Pasal 10 
Cukup jelas 

Pasal 11 
Ayat (1) 

Cukup jelas 

Ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud peralatan tradisional adalah peralatan yang lebih 
mengandalkan pada tenaga manusia, misalnya cangkul, linggis dan lain­ 
lain. 

Huruf b 
Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Cukup jelas 

Ayat (5) 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 
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Yang dimaksud usaha jas P uniang adalah uE.ha pengangkuisn banan

bakar dari depot sampai ke SPBU darratau t€mpat Pmasaran bahan bakar

khusus dan tempat p€ngusahaan bahan bakar gas..

Yang dimaksud lidak dapat diborongkan adalah s€luruh Proses k€giatan

punguian Ret busi Oaerah tidak dapal dis€rchk6n kePada Pihak Ketiga,

namun dimungkinkan adarrya k€dasama dengan Pihak Ketiga dalam

pces pemunsutan Rshbusi aotara lain pencetakan iomuljr, pengiriman

suratsrat kepada Waiib Rstribusi, atau m€nghimpun data obiek Relribusi

dan subjek Relribusi Kegiaan yang tidak daPal dikeiasamakan dengan

Pihak Ketiga adalah kegiatan p€nghilungEn besmya R€kibusi t€rulang,

psngawasan Penyutuhan Retibusi dan Pnagihan Relribusi.

ayat (2)

Pasal22

Pasal 15 
Huruf a 

Cukup jelas 

Huruf b 

Cukup jelas 

Huruf C 

Cukup jelas 

Huruf d 
Yang dimaksud usaha jasa penunjang adalah usaha pengangkutan bahan 

bakar dari depot sampai ke SPBU dan/atau tempat pemasaran bahan bakar 

khusus dan tempat pengusahaan bahan bakar gas. 

Pasal 16 
Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 
Cukup jelas 

Pasal 19 
eyat (1) 

Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan 

pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga, 

namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam 

proses pemungutan Retribusi antara lain pencetakan formulir, pengiriman 

surat-surat kepada Waiib Retribusi, atau menghimpun data objek Retribusi 

dan subjek Retribusi. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan 

Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, 

pengawasan penyuluhan Retribusi dan penagihan Retribusi 

ayat (2) 

Cukup jelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 
Cukup jelas 

Pasal 22 
Cukup jelas 

Pasal 23 

Cukup jelas 
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Pasal25

cukupi,l€s

Pasal2g l

Cukup iolag

TAMBAHAN LEMBAIiAN DAEMH MAUPATEN JEPARA TAHUN 2OO5 NOMOR 2

l3

Pasal 24 

Cukup jelas 
Pasal 25 

Cukup jelas 
Pasal 26 

Cukup jelas 
Pasal 27 

Cukup jelas 
Pasal 28 

Cukup jelas 
Pasal 29 

Cukup jelas 
Pasal 30 

Cukup jelas 

I.. Pasal 31 

' k Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2005 NOMOR 2 
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